
DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku: 

Abdul Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta. 

Azhari A. Samudra, 2005, Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan 

Retribusi, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarata. 

Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi 

Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 

Daan Suganda, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan 

di Daerah,Sinar Baru, Bandung. 

Danny Septriadi dan Darussalam, 2001, Membatasi Kekuasaan Untuk 

Mengenakan Pajak, Pneerbit PT Gramedia Widiasarana, Jakarta. 

D.Rianto Nugroho, 2000, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta  

Erly Suwandi, 2002. Hukum Pajak; Jakarta; Penerbit Salemba Empat. 

J.Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam 

Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Rineka Cipta, 

Jakarta. 

Josep Riwu Kaho, 2000, Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia, 

Rajawali Press, Jakarta. 

K. J. Davey, 1998, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Universitas Indonesia, 

Jakarta. 



Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam 

Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Rineka Cipta, 

Jakarta. 

Mardiasmo, 2000, Perpajakan.Cetakan Ke-1, Andi, Yogyakarta. 

_________, 1991, Perpajakan, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta. 

Marihot P. Siahan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, 

Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta. 

Rochmat Soemitro, 1991, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung. 

Santoso Brotodihardjo, 1989, Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung. 

Safri Nurmantu, 2005, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta. 

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori, dan 

Isu,Prenada Media Group, Jakarta. 

Sugianto, 2008, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah 

Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), 

Gramedia Widiasarana, Jakarta. 

Sunarto, 2004, Perpajakan 1 (Edisi Revisi), AMUS, Yogyakarta. 



The Liang Gie, 1989, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta. 

Tjanya Supriatna, 2001, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi 

Aksara, Jakarta. 

Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, 

Jakarta. 

Sutrisno Hadi, 1992, Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan 

Desertas, Cetakan Ke XXI, Andi Offset, Yogyakarta. 

B. Internet: 

Fanofaha, Pengertian Pajak, http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07 

/pengertian-pajak.html diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 

22.40 WIB 

M. Nur Ismail,Pajak Daerah, http://smail-tcom.blogspot.co.id/2009/09/pajak-

daerah.html, diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 22.00 WIB. 

Mahadeva Wahyu Sugianto, Realisasi Pajak Hotel Yogyakarta Meleset Dari 

Target, http://www.sindoads.com, diakses pada tanggal 3 Agustus 

2015 pukul 19.00 WIB  

Mikael, Taat Bayar Pajak, 440 Hotel dan Restoran Terima Kompensasi Dari 

Pemkot Jogja, http://www.jogjakota.go.id/news/Taat-Bayar-Pajak-

https://www.blogger.com/profile/14819506573764101755
http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07
http://smail-tcom.blogspot.co.id/2009/09/pajak-daerah.html
http://smail-tcom.blogspot.co.id/2009/09/pajak-daerah.html
http://www.sindoads.com/
http://www.jogjakota.go.id/news/Taat-Bayar-Pajak-440-Hotel-dan-Restoran-Terima-Kompensasi-Dari-Pemkot-Jogja


440-Hotel-dan-Restoran-Terima-Kompensasi-Dari-Pemkot-Jogja, 

diakses pada tanggal 11 April 2016 pada pukul 23.00 WIB. 

Wilujeng Kharisma, Belasan Hotel Tak Berizin Bakal Dirobohkan, 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/08/20/339136/belasan-

hotel-tak-berizin-bakal-dirobohkan, diakses pada tanggal 2 Agustus 

2015 pukul 18.56 WIB. 

Sony Lazio ,Pengertian Dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-

sumber-pendapatan.html, diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 

21.00 WIB. 

 Switzy Sabandar , Ratusan Hotel Di Jogja Tak Tertib Pajak,  

http://www.harianiogja.com, diakses pada tanggal 3 Agustus 2015 

pukul 19.15 WIB. 

A. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas 

Daerah. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

http://www.pikiran-rakyat.com/sender/wilujeng-kharisma
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/08/20/339136/belasan-hotel-tak-berizin-bakal-dirobohkan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/08/20/339136/belasan-hotel-tak-berizin-bakal-dirobohkan
http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html
http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html
http://www.harianiogja.com/


Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2011 Tentang Pajak Daerah. 

Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta  Nomor 48 Tahun 2014 Tentang 

Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Hotel Dan Pajak Restoran 

Melalui Online System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN 

 

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK HOTEL 

DI KOTA YOGYAKARTA 

 

A. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota 

Yogyakarta 

1. Berapakah perkembangan jumlah hotel di Yogyakarta tiga tahun terakhir? 

2. Berapakah jumlah pendapatan asli daerah dari pajak hotel di Kota 

Yogyakarta tiga tahun terakhir? 

3. Apakah ada pemilik hotel yang tidak memberikan pajak hotel? Bagaimana 

sanksinya? 

4. Bagaimanakah prosedur penarikan pajak hotel di Kota Yogyakarta 

5. Bagaimanakah upaya intensifikasi dalam meningkatkan pajak hotel di 

Kota Yogyakarta? 

6. Bagaimanakah upaya ekstensifikasi dalam meningkatkan pajak hotel 

diKota Yogyakarta? 

7. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dari pegawai pemungut 

pajak Hotel di Kota Yogyakarta 

8. Bagaimanakah strategi DPDPK dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah dari pajak hotel di Yogyakarta? 



9. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat DPDPK dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak hotel di Yogyakarta? 

10. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan pajak hotel di 

Kota Yogyakarta 

B. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Kantor Dinas Pajak Daerah 

dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 

1. Bagaimanakah mekanisme pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah di 

Kota Yogyakarta? 

2. Berapakah target pendapatan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014 

dan 2015? 

3. Bagaimanakah realisasi pendapatan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 

2014 dan tahun 2015? 

4. Bagaimanakah standar operasional prosedur pencatatan laporan pajak 

Hotel di Kota Yogyakarta? 

5. Apakah faktor yang menghambat dalam pencatatan dan pelaporan pajak 

hotel di Kota Yogyakarta? 

 

 


